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1. Introduction

Hukum sebagai sistem norma yang berlaku bagi masyarakat Indonesia,
senantiasa dihadapkan pada perubahan-perubahan sosial yang sedemikian dinamis
seiring dengan perubahan kehidupan masyarakat, baik dalam konteks kehidupan
individual, sosial maupun politik bernegara.

Hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum tentunya sesuai kebutuhan
masyarakat yang selalu menuntut adanya perubahan-perubahan dalam arti tuntutan serta
kepentingan baru yang lebih dinamis dan progresif, karena perubahan waktu dan
kondisi, di samping tuntutan untuk memperoleh jawaban hukum yang lebih sesuai dan
lebih mendekati antara teori-teori hukum dan kenyataan, maka kondisi sepertinya telah
mendorong perlunya eksistensi hukum mengalami perkembangan dan perubahan senada
dengan perubahan tuntutan sosial kemasyarakatan yang ada.

Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan upaya untuk melakukan pembaruan
hukum Islam, sehingga mampu menjawab perkembangan zaman. Salah satu sarana
yang dilakukan untuk melakukan pembaruan adalah ijtihad. ljtihad merupakan faktor
penting dalam pengembangan hukum Islam, untuk menyelesaikan masalah-masalah
baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan mempergunakan akal pikiran atau
ra’yu.

Pengembangan hukum Islam di Indonesia khususnya dalam bidang hukum
keluarga sesungguhnya telah dilakukan bahkan sejak paruh pertama abad XX, yaitu
dengan diundang-undangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang
Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang kemudian disusul oleh Undang-undang
Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Kemajuan yang
cukup signifikan adalah dengan diundang-undangkannya Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara efektif berlaku pada 1 Oktober 1975.
Tidak cukup sampai di situ saja, pembaruan hukum keluarga di Indonesia juga dapat
dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku sesuai dengan Inpres. No. 1
Tahun 1991, yang merupakan wujud produk hukum Islam di Indonesia, yang di
dalamnya diatur mengenai perkawinan, kewarisan,dan wakaf.

Peraturan perundang-undangan yang ada tidaklah selalu mampu menyelesaikan
berbagai masalah yang muncul di masyarakat, karena masalah yang ada terkadang tidak

diatur di dalam undang-undang. Selain itu, masalah yang muncul terkadang tidak diatur
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di dalam undang-undang. Sehingga, dalam hal ini salah satu langkah yang harus

ditempuh untuk mengisi kekosongan hukum tersebut adalah melalui putusan hakim
(yurisprudensi), yang tentunya hakim di sini memeiliki kewenangan untuk menciptakan
hukum yang lebih adil dalam masyarakat.

Pada umumnya negara-negara yang bersistem hukum civil-law atau eropa
kontinental, istilah yurisprudensi diartikan sebagai putusan-putusan hakim yang telah
berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh para hakim atau badan-badan peradilan
lainnya dalam kasus atau perkara yang sama. Sering pula kumpulan hukum demikian
disebut "rechtersrecht” atau hukum yang sering ditimbulkan melalui putusan-putusan
hakim atau peradilan.

2. Legal Material and Methods

Jenis penelitian yang diterapkan yakni dengan penelitian literatur atau
kepustakaan, dimana data berbentuk teori, konsep serta ide. Kemudian, pendekatan
yang digunakan dengan kualitatif, yang mana sebuah data dijelaskan melalui kalimat
dan kata yang terpisah sesuai kelompok dalam mendapatkan kesimpulannya.

Sumber data pada temuan ini yaitu subjek dari mana data didapatkan.
Penelitian kepustakaan yaitu suatu penelitian hukum normatif yang diterapkan pada data
sekunder, dimana data ini dibagi menjadi beberapa bagian, yakni bahan primer dan
bahan sekunder. Bahan sekunder ini memberikan bantuan pada pemahaman dan analisa
bahan primer, diantaranya ada rancangan aturan undang-undang, hasil penelitian dan
karya ilmiah seseorang. Peneliti menggunakan bahan sekundernya adalah metode
komparatif dimana sebuah metode melalui perbandingan suatu objek dengan yang lain,
variable yang memiliki status sama.

Maka, metode deskriptif komparatif yakni sebuah metode yang memberikan
penjelasan data untuk dirancang, dibandingkan dan dijabarkan perbedaan serta

persamaan menggunakan studi komparatif.

3. Results and Discussion
A. Kedudukan Yurisprudensi Dalam Tata Hukum di Indonesia
Sebagai negara bekas jajahan Belanda, berdasarkan asas concordancy,

Indonesia menganut sistem hukum civil law. Yurisprudensi dalam sistem civil law,
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berarti putusan-putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan tetap dan diikuti
oleh para hakim atau badan peradilan lain dalam memutus perkara atau kasus yang
sama. Sehingga, dapat dikatakan bahwa yurisprudensi merupakan putusan-putusan
hakim atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh
Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi, atau Putusan Mahkamah Agung
sendiri yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Dalam khazanah hukum Indonesia, pada awal abad XX yurisprudensi telah
diperkenalkan sebagai hukum oleh Ter Haar, dengan diterbitkannya majalah hukum
oleh perkumpulan ahli hukum Hindia Belanda (hanya segelintir anggotanya orang
Indonesia) dengan nama Indische Tijdschrift van het Recht. Secara teratur Majalah
tersebut sampai tahun 1942, ketika Belanda menyerah pada tentara Jepang. Dalam
majalah tersebut selalu dimuat putusan-putusan pengadilan masa itu. Putusan-
putusan tersebut banyak diberi catatan dan komentar oleh para ahli hukum. Bahkan
pada tahun 1934 diterbitkan majalah hukum khusus untuk putusan-putusan
landraad (Pengadilan Negeri) mengenai perkara-perkara mengenai hukum adat.
Banyak catatan dan komentar yang masa itu ditulis oleh Ter Haar.!

Diakuinya yurisprudensi sebagai sumber hukum, semakin menegaskan
tugas dan kewenangan hakim dalam melakukan penemuan hukum. Hakim tidak
hanya sekedar menerapkan undang-undang, melainkan hakim juga mampu
membentuk hukum (judge made law). Terlebih ketika aturan yang terdapat di
dalam undang-undang tidak jelas, undang-undang yang ada tidak sesuai dengan
keadaan atau undangundang tidak mengatur masalah yang dihadapi.

Kewenangan hakim dalam melakukan penemuan hukum, menurut Bambang
Sutiyoso disebabkan karena hakim dihadapkan pada peristiwa kongkrit atau konflik
untuk diselesaikan, sehingga sifatnya konfliktif. Hasil penemuan hukumnya
merupakan hukum, karena memiliki kekuatan mengikat sebagai hukum yang
dituangkan dalam bentuk putusan. Karena itu, putusan yang telah ditetapkan hakim
tersebut harus ditaati dan memiliki kekuatan mengikat, terutama bagi pihak yang

berperkara.

! Paulus Effendie. Peranan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum. (Jakarta; Badan Pembinaan
Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 2010), h. xx.

Ambul Yadi (Legislasi dan Dinamika Hukum Islam....) | 48



22 Constituional Law Review Qﬁ%

https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/colrev
E-ISSN: 2987-3436 IAIN BONE

Vol. 2 No. 1 May Tahun 2023, pp. 45-57
d https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/colrev @coIreveditorialjurnal@iain-bone.ac.id

Dalam Pasal 21 Ketentuan Umum tentang Perundang-undangan dinyatakan

bahwa: “Tidak ada seorang hakim yang diperkenankan memberikan keputusan
yang bersifat peraturan umum, disposisi (penetapan) atau reglemen, jikalau hakim
memberikan keputusan di dalam suatu percederaan yang dimajukan kepadanya.”
Menurut Soedjono Dirdjosisworo, bahwa pasal di atas menegaskan bahwa
menetapkan hukum untuk kepentingan umum merupakan tugas dari badan
legislatif. Sementara hakim hanya mengenali dan merumuskan hukum terhadap
perkara yang diajukan kepadanya. Meskipun demikian, kepada hakim tidaklah
dilarang memperhatikan keputusan-keputusan hakim yang lain, yaitu keputusan
ketika menghadapi sengketa yang sama. Karena ada kemungkinan seorang hakim
memberikan suatu tafsiran terhadap kaidah hukum tertentu dengan tepat, ataupun
hakim memberikan suatu penjelasan terhadap undang-undang yang ternyata sangat
dibutuhkan oleh masyarakat.>

Apabila penafsiran tersebut juga disetujui oleh para hakim yang lain, maka
mereka dapat mempergunakan hal tersebut. Artinya, berdasarkan nurani para
hakim, ada kemungkinan bahwa perumusan hukum oleh seorang hakim yang
tertentu dapat juga dipergunakan oleh hakim-hakim yang lain. Akan tetapi, berbeda
dengan asas the binding of precedent yang dianut oleh negara Anglo Saxon,
Indonesia tidaklah terikat dengan keputusan hakim atau yurisprudensi yang ada.

Dengan kata lain, jika dalam suatu putusan yang baru hakim menerapkan
aturan yang pernah diterapkan oleh hakim sebelumnya, hal tersebut bukanlah
karena putusan sebelumnya memiliki kekuatan mengikat, melainkan karena hakim
menyetujui pertimbangan yang dikemukakan dalam yurisprudensi tersebut.
Yurisprudensi dijadikan sebagai sumber hukum oleh hakim dalam memutuskan
perkara yang sejenis selama hukum tersebut dipandang sebagai hukum yang baik
dan layak untuk diterapkan dalam kasus yang dihadapi.

Pada saat ini, lembaga peradilan telah ditempatkan sebagai lembaga yang

bersifat independen, artinya bebas dari pengaruh politik maupun campur tangan

2 Soedjono Dirdjosisworo, Sosiologi Hukum:Studi tentang Perubahan Hukum dan Sosial, (Jakarta;
CV. Rajawali, 1983), 148.
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eksekutif. Hakim memiliki kebebasan dalam melaksanakan kewenangannya.
Meskipun demikian, tidak berarti bahwa kebebasan hakim tersebut tanpa kontrol.
Hanya saja kontrol tersebut juga dilakukan oleh kekuasaan kehakiman sendiri
melalui banding dan kasasi. Peradilan tingkat banding dapat membatalkan putusan
pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan
peradilan banding dan peradilan tingkat pertama. Negaranegara yang menganut
sistem civil law, termasuk Indonesia, putusan-putusan yang dibatalkan oleh
Mahkamah agung biasanya putusan yang tidak memenuhi aturan hukum yang
seharusnya atau tidak memenuhi syarat rasionalitas. Putusan yang sudah memiliki
kekuatan hukum yang tetap,lebih-lebih apabila putusan itu putusan Mahkamah
Agung yang merupakan landmark decision, niscaya putusan tersebut akan menjadi
yurisprudensi yang kuat, dan dengan demikian dapat dijadikan sumber hukum.®

Terkait dengan sistem civil law yang dianut di Indonesia, ada hal yang
menarik tentang surat edaran Mahkamah Agung No. 02/1972 tanggal 19 Mei 1972,
yang antara lain isinya sebagai berikut: “Mahkamah Agung merupakan satu-
satunya lembaga konstitusional yang bertanggung jawab mengadakan pengumpulan
yurisprudensi yang merupakan suatu richtlijn yang harus diikuti oleh hakim dalam
mengadili perkara. Perkara yang dapat menjadi richtlitjn adalah terutama perkara
yang dalam kasasi telah diteguhkan hukumnya baik dengan mengadili sendiri
maupun dengan menolak kasasi. Perkara-perkara yang telah mempunyai kekuatan
pasti tanpa melalui kasasi tidak mempunyai sifat richtlijn.”

Berdasarkan surat edaran tersebut, menurut Sudikno Mertokusumo bahwa
terlihat adanya keinginan Mahkamah Agung menuju kepada azas “the binding
ofprecedent” yaitu menjadikan hakim terikat dengan yurisprudensi Mahkamah
Agung yang bertujuan agar tercipta kepastian hukum.*

Terkait dengan hal tersebut, perlu diperhatikan sejauh mana kasus yang
dihadapi oleh hakim sesuai dengan yurisprudensi. Karena, setiap kasus

mengandung spesifikasi tersendiri. Bisa saja kasusnya sama, namun penyebabnya

280.

3 peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Cet. VI1; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.

4 Sudiakno Mertokusumo, Bunga Rampai Imu Hukum, (Cet. II; Yogyakarta, 2010), h. 9.
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atau motifnya berbeda. Sehingga, dalam hal ini diperlukan kejelian hakim dalam

menerapkan yurisprudensi. Mewajibkan hakim mengikuti yurisprudensi yang ada
berarti membatasi kebebasan hakim dalam melakukan penemuan hukum, padahal
hakim sesungguhnya memiliki kewenangan untuk melakukannya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan tidak terbatas hanya pada hakim Mahkamah Agung
saja melainkan pada hakim pengadilan tinggi maupun hakim pengadilan agama.
Selain itu, sebagaimana halnya undang-undang, apa yang telah ditetapkan dalam
yurisprudensi bisa saja tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan masyarakat. Karena,
perasaan keadilan masyarakat dari waktu ke waktu dapat berubah, karena itu
hukum harus terus berkembang.

Selain itu, mengenai kepastian hukum, sebagaimana pendapat Sudjono
Dirdjosisworo bahwa kepastian hukum menghendaki adanya kesatuan dalam
hukum, dan kesatuan di dalam hukum tidak hanya tercapai dalam penyusunan
hukum positif saja (misalnya dengan kodifikasi) melainkan juga dengan kesatuan
dalam hal bagaimana hukum itu dikendalikan. Jika dalam suatu kaidah hukum
ditafsirkan berlainan oleh dua orang hakim, maka hal tersebut dapat menimbulkan
kegelisahan di hati masyarakat. Meskipun demikian, hal tersebut tidak berarti
bahwa hakim terikat dengan yurisprudensi yang ada ketika menghadapi persoalan
yang sama. Sebaliknya seorang hakim harus mempelajari bagaimana hakim lain
mengkaji masalah-masalah yang dihadapi. Dalam hal ini, hakim tidak hanya
mengikuti, melainkan agar hakim tersebut mampu menjadikannya sebagai
pedoman.®

Sehingga, dalam hal ini meskipun hakim di Indonesia tidak terikat dengan
yurisprudensi, namun merupakan suatu kewajiban bagi hakim untuk tetap
memperhatikan yurisprudensi yang ada khususnya yurisprudensi Mahkamah Agung
di samping undang-undang yang berlaku sebagai sumber hukum dalam

menyelesaikan perkara.

5 Soedjono Dirdjosisworo, Sosiologi Hukum:Studi tentang Perubahan Hukum dan Sosial, (Jakarta;
CV. Rajawali, 1983), 148.
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B. Dinamika dan Perkembangan Yurisprudensi dalam Pembaruan Hukum
Keluarga Islam di Indonesia

Pembaruan hukum Islam di Indonesia, menurut Ahmad Rafig merupakan
suatu tuntutan yang tidak bisa ditawar-tawar, mengingat perkembangan sains dan
teknologi yang berdampak pada banyak hal. Jika tidak diberikan solusi maka akan
menimbulkan kesenjangan antara hukum Islam dan kehidupan, padahal hukum
Islam adalah hukum Allah dan hukum itu sendiri adalah untuk manusia.®

Sebagai bagian dari hukum Islam, hukum keluarga pun tidak terlepas dari
hal di atas. Pembaruan hukum keluarga Islam sebenarnya tidak terlepas dari upaya
untuk menyesuaikan hukum keluarga Islam dengan perkembangan masyarakat.
Karena, hukum keluarga yang tertuang di dalam kitab-kitab fikih konvensional
dianggap tidak relevan lagi diterapkan saat ini. Selain itu, perkembangan
masyarakat yang sangat cepat akibat berbagai macam pengaruh, menimbulkan
masalah-masalah baru di bidang hukum keluarga, yang penyelesaiannya tidak
ditemukan di dalam kitab-Kkitab fikih.

Menurut Ahmad Tholabie Kharlie bahwa pembaruan hukum keluarga di
Indonesia antara lain merupakan upaya memperbaiki status perempuan dan
kedudukan mereka di masyarakat, sehingga tidak jarang pembaruan hukum ini
bertentangan dengan hukum Islam yang ada di kitab-kitab fikih atau bahkan belum
pernah ada sama sekali.Muhammad Atho Muzhar misalnya sebagaimana yang
dikutip olen Ahmad Tholabie Kharlie, mencatat beberapa hal yang sebelumnya
tidak ada dalam kitab fikih, yaitu: masalah pembatasan umur minimal menikah,
masalah pencatatan perkawinan, masalah pembatasan poligami, dan masalah status
penjatuhan talak di depan persidangan.’

Pada umumnya, pembaruan hukum keluarga Islam di negara-negara Muslim
dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 1. Umumnya (mayoritas) negara

melakukan pembaruan dalam bentuk undang-undang. 2. Ada negara yang usaha

180.

6 Rafig, Ahmad. Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Cet. I; Yogyakarta: Gama Media), h. 31.
" Kharlie, Ahmad Tholabi. Hukum Keluarga Indonesia, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika: 2013), h.
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pembaruannya lahir dalam bentuk ketetapan-ketetapan hakim (Manshurat al-Qadi
al-Quda).®

Sebagai negara yang menganut sistem hukum civil law, yaitu sistem hukum

yang lebih mengutamakan kodifikasi hukum, pembaruan hukum keluarga Islam di
Indonesia dilakukan melalui perundang-undangan. Hal tersebut dapat dilihat
dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang
hukum Kkeluarga di Indonesia. Meskipun demikian, putusan pengadilan atau
yurisprudensi juga memiliki kontribusi yang besar dalam pembaruan hukum
keluarga Islam di Indonesia.

Selain dari proses legislasi, penting untuk memiliki kondisi peradilan di
Indonesia sebagai salah satu komponen penegak hukum. Harus diakui bahwa pasca
reformasi, setelah terjadi pembenahan di bidang hukum, posisi hukum Islam dan
lebih  khusus hukum keluarga mengalami peningkatan yang signifikan.®
Peningkatan tersebut dapat dilihat dalam pengundangan Undang-Undang No. 35
Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman, hingga pengundangan UU Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas
UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan dua undang-undang ini,
setidaknya hukum keluarga Islam semakin mengukuhkan eksistensinya.*°

Kemandirian lembaga peradilan, tentu sangat memberikan peran sentral
untuk mengaplikasikan apa yang ada di dalam undang-undang. Dalam kedudukan
seperti ini, proses dinamisasi hukum semakin dapat dilakukan. Peradilan tidak
hanya penting untuk memutuskan suatu perkara di masyarakat dan menjadi kontrol

sosial, tetapi lebih dari itu, lembaga ini berpotensi sebagai lembaga yang

8 Khoiruddin Nasution, Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia,

(Yogyakarta; Academia Tazzafa, 2010), h. 40.

334.

® Kharlie, Ahmad Tholabi. Hukum Keluarga Indonesia, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika: 2013), h.

®Hamzah, (2020). Peranan Peradilan Agama Dalam Pertumbuhan Dan Dinamika Hukum

Kewarisan Di Indonesia. AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, 2(2), 122-

139.
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menciptakan dinamisasi antara hukum dan kelakuan masyarakat ketika lembaga
legislatif tidak mampu mengiringi perubahan-perubahan yang selalu ada di
masyarakat.

Fungsi ini penting ketika Indonesia menganut sistem civil law, yang dalam
praktiknya hanya mengandalkan peran dari lembaga legislatif dalam pembentukan
hukum. Putusan pengadilan akan mengisi kekosongan hukum yang terjadi di negara
yang menganut civil law ketika lembaga legislatif tidak mampu dengan segera
menciptakan hukum. Kegiatan hakim untuk mengisi kekosongan hukum dalam
sistem hukum ini adalah dengan melakukan kreasi hukum.

Penemuan hukum menjadi sebuah tuntutan yang sangat mendesak dalam
lembaga peradilan, terutama ketika Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman
menetapkan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara yang
diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk
memeriksa dan mengadilinya.Dalam hal inilah, seorang hakim harus memutus
dengan hati nurani dan pikiran yang jernih, apalagi berupa putusan yurisprudensi,
yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim yang ada setelahnya.*!

Tidak hanya mengisi kekosongan hukum, hakim pun akan mampu
mengimbangi perubahan yang ada dalam masyarakat, karena hakimlah yang
memiliki peran dan fungsi signifikan di tengah kehidupan masyarakat. Selain itu,
berdasarkan kewenangan yang dimiliki hakim berdasarkan undang-undang yang
telah dijelaskan sebelumnya, Mahkamah Agung dapat menyimpang dari undang-
undang yang dianggap tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan hukum
yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, bahwa melalui yurisprudensi
dapat terbentuk kaidah hukum baru dari kaidah itu menjadi modal utama untuk
pembaruan hukum.

Kaidah hukum baru melalui yurisprudensi dapat dilihat dalam beberapa
putusan Mahkamah Agung, di antaranya; 1. Putusan No. 137K/AG/2007 tentang
pemberian nafkah iddah kepada istri yang mengajukan cerai gugat. 2. Putusan No.
266 K/AG/2010 tentanghartabersama 3. Putusan No. 86K/AG/1994 tentang

11 Paulus Effendie. Peranan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum. (Jakarta; Badan Pembinaan
Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 2010), h. xix.
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persamaan kedudukan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam menghijab

paman untuk menerima hartawarisan 4. Putusan No. 16 K/AG/2010 tentang
pemberian hartawarisan kepada istri non muslim melalui wasiat wajibah.?

Selain beberapa contoh di atas, peranan yurisprudensi dapat dilihat dalam
Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dimana
yurisprudensi menjadi salah satu sumber rujukan dalam merumuskan KHI, yang
terdiri dari 15 buku: 1. Himpunan putusan PA/PTA tiga buku, terbitan tahun
1976/1977, 1977/1978.1978/1979, dan 1980- 1981. 2. Himpunan fatwa terdiri dari
tiga buku, yaitu terbitan tahun 1978/1979, 1979/1980, dan 1980/1981. 3.
Yurisprudensi Pengadilan Agama terdiri dari lima buku, terbitan tahun 1977/1978,
1978/1979. 1981/1982. 1982/1983, dan 1983/1984. 4. Law report terdiri dari empat
buku, yaitu terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, dan 1983/1984.

Selain itu, sebelum lahirnya Kompilasi Hukum Islam,yurisprudensi telah
memperlihatkan peranannya dalam pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia.
Misalnya, dalam keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02
K/AG/1979 Tanggal 24 Juni 1981: bahwa janda berhak % bagian atas harta
bersama, harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama antara
suami isteri. Apabila suami meninggal dunia lebih dahulu tanpa memiliki
keturunan, isteri sebagai janda berhak mendapatkan %2 bagian, sedangkan yang %
bagian lagi menjadi hak ahli waris yang selebihnya secara bersekutu sesuai dengan
kedudukan dan pembagian yang ditentukan menurut faraid.

Hal di atas menunjukkan bahwa yurisprudensi memiliki peranan yang
sangat besar dalam pembaruan hukum keluarga Islam khususnya di bidang
perkawinan dan kewarisan di Indonesia. Bukan saja setelah terbentuknya Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam

2Asni Zubair and Hamzah Latif. “"The Construction of Inheritance Law Reform in Indonesia:
Questioning the Transfer of Properties through Wasiat Wajibah to Non-Muslim Heirs." Samarah: Jurnal
Hukum Keluarga dan Hukum Islam 6.1 (2022): 176-197.

Ambul Yadi (Legislasi dan Dinamika Hukum Islam....) | 55


https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/colrev

Constituional Law Review E-ISSN: 2987-3436
https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/colrev
Vol. 2, No. 1, May 2023, pp. 45-57
|

(INPRES No. 1 Tahun1991),®® melainkan sebelum terbentuknya peraturan-
peraturan tersebut, yurisprudensi telah memperlihatkan peranannya dalam
pembaruan hukum keluarga, salah satunya melalui Putusan Mahkamah Agung No.
02 K/AG/1979 tersebut di atas. Bahkan peranan yurisprudensi yang lebih besar
dapat dilihat ketika yurisprudensi-yurisprudensi hukum keluarga sebelum
terbentuknya Kompilasi Hukum Islam tersebut menjadi bahan rujukan dalam
pembentukan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, yurisprudensi telah
memberikan kontribusinya terhadap pembangunan hukum nasional di Indonesia,
dan yurisprudensi menjadi salah satu sumber hukum, selain undang-undang,

doktrin dan kebiasaan.

4. Conclusion

Diakuinya yurisprudensi sebagai sumber hukum di Indonesia mempertegas tugas
dan kewenangan hakim dalam melakukan penemuan hukum sebagaimana yang telah diatur
dalam undang-undnag kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, kedudukan yurisprudensi
menjadi penting sekalipundi negara yang menganut sistem hukum civil law seperti
Indonesia, terutama ketika undang-undang tidak jelas, undang-undang tidak sesuai dengan
keadaan yang ada atau undang-undang tidak mengatur perkara yang sedang dihadapi.
Sehingga, oleh hakim di Indonesia yurisprudensi dijadikan sebagai salah satu sumber
hukum dalam menyelesaikan perkara. Peranan yurisprudensi di dalam pembaruan hukum

keluarga Islam Indonesia merupakan suatu kenyataan.
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